
Pemkab  Kolaka  Utara  Jaga
Stabilitas  Harga  Bahan  Pokok
Jelang Idul Fitri
Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar
Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok
menjelang Hari  Besar Keagamaan Nasional  (HBKN) Ramadhan dan Idul  Fitri
1446  H.  Program  ini  diadakan  untuk  memastikan  masyarakat  mendapatkan
kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan
selama bulan suci. Rabu (19/3/2025)

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding,
SE,  ini  juga terpantau langsung oleh Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara
melalui Zoom Meeting. Gerakan ini merupakan bagian dari program serentak
yang  dilaksanakan  di  seluruh  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara  guna
menekan  lonjakan  harga  bahan  pokok  dan  mengantisipasi  inflasi.

Dalam sambutannya,  H.  Jumarding menyampaikan bahwa kegiatan ini  adalah
bentuk  kepedulian  pemerintah  daerah  dalam  membantu  masyarakat
mendapatkan  bahan  pangan  dengan  harga  stabil.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, kami berharap masyarakat dapat
memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka  dengan  harga  yang  lebih  terjangkau.
Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi
lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Gerakan  Pangan  Murah  ini  menyediakan  berbagai  komoditas  utama,  seperti
beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung terigu, dengan harga subsidi
atau lebih rendah dari harga pasar. Program ini terselenggara berkat kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, distributor pangan, Bulog, serta para
pelaku  usaha  lokal  guna  memastikan  ketersediaan  stok  pangan  tetap  aman
hingga Idul Fitri.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu,
menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  terus  berkoordinasi  dengan  berbagai
pihak untuk memastikan kelancaran program ini  dan agar  manfaatnya dapat
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dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjalankan program strategis
seperti  ini  guna  memastikan  kebutuhan  pokok  masyarakat  tetap  terjangkau.
Gerakan  Pangan  Murah  ini  merupakan  salah  satu  upaya  konkret  dalam
menstabilkan harga dan mengurangi beban ekonomi masyarakat menjelang hari
raya,” jelas Syahlan Launu.

Masyarakat Kolaka Utara menyambut baik program ini, karena dianggap sangat
membantu  di  tengah  kenaikan  harga  kebutuhan  pokok  yang  kerap  terjadi
menjelang Idul Fitri.

Dengan  adanya  Gerakan  Pangan  Murah  ini,  diharapkan  masyarakat  dapat
menjalani  ibadah puasa dan merayakan Idul  Fitri  dengan lebih tenang tanpa
kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Bank  Sultra  Didorong  Jadi  Pilar
Utama Pembangunan Daerah
Kendari,  SultraNet.com  –  Gubernur Sulawesi  Tenggara,  Komjen TNI (Purn)
Andi Sumareruka, menegaskan pentingnya peran Bank Sultra sebagai pilar utama
dalam  pembangunan  daerah.  Hal  ini  disampaikannya  dalam  Rapat  Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin, 17
Maret 2025.

Dalam sambutannya,  Gubernur  Andi  Sumareruka mengapresiasi  kinerja  Bank
Sultra yang dinilai mampu mengelola dana pemerintah daerah secara optimal
serta mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia
menilai keberhasilan tersebut patut dijadikan motivasi untuk terus berkembang
dan berinovasi.

“Bank  Sultra  adalah  kebanggaan  kita  semua.  Perannya  sangat  besar  dalam
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membangun ekonomi daerah. Kinerja yang telah ditunjukkan selama ini harus
dijaga dan ditingkatkan agar bisa terus memberi manfaat luas bagi masyarakat,”
kata Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa Bank Sultra harus memperkuat tata kelola, menjaga
integritas,  serta  meningkatkan  inovasi  layanan  berbasis  digital  agar  tetap
kompetitif dan dipercaya oleh publik. Selain itu, Gubernur memberikan sejumlah
arahan strategis untuk penguatan posisi Bank Sultra di masa depan.

Beberapa arahan yang disampaikan antara lain adalah penguatan tata kelola
perusahaan  agar  kegiatan  operasional  bank  sesuai  dengan  regulasi  dan
berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan dengan inovasi produk perbankan
digital,  serta  peningkatan  integritas  dan  profesionalisme  dalam  pengelolaan
keuangan.

“Bank Sultra harus terus berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM,
serta mendukung pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Komisaris Bank Sultra, Suhud, dalam laporannya menyampaikan
bahwa keberhasilan Bank Sultra di tahun 2024 merupakan buah dari strategi
bisnis yang selaras dengan kebijakan perusahaan serta dukungan pemerintah
daerah dan masyarakat.

“Pencapaian ini hasil dari perencanaan yang matang, tata kelola yang konsisten,
serta  kolaborasi  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan.  Namun  demikian,
evaluasi dan pengawasan tetap harus diperkuat agar Bank Sultra tetap berada di
jalur yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Suhud.

Direktur  Utama  Bank  Sultra,  Abdul  Latif,  dalam  laporannya  menyampaikan
capaian keuangan positif sepanjang tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, total
aset Bank Sultra tercatat sebesar Rp14,1 triliun, dengan laba bersih setelah pajak
mencapai  Rp418,3  miliar.  Laporan  keuangan  ini  telah  diaudit  oleh  Kantor
Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan wajar dalam semua aspek material.

Abdul Latif menjelaskan bahwa Bank Sultra menjalankan sejumlah strategi untuk
memperkuat  peranannya  dalam  pembangunan  daerah.  Di  antaranya  melalui
program  kredit  tanpa  bunga  bagi  pelaku  UMKM,  pengembangan  produk
tabungan dengan hadiah dan program cashback rekening giro, serta digitalisasi
layanan perbankan.



“Inovasi  digital  kami  terus  berkembang,  seperti  implementasi  Kartu  Kredit
Pemerintah Daerah (KKPD), sistem Host to Host Payment Gateway, hingga QRIS.
Selain itu, ekspansi kantor cabang dan peningkatan infrastruktur layanan juga
terus kami lakukan,” jelas Latif.

Ia  juga menegaskan bahwa Bank Sultra terus berupaya memenuhi  ketentuan
modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna
menjaga keberlangsungan dan kekuatan permodalan perusahaan.

“Kami berkomitmen memperkuat posisi Bank Sultra sebagai lembaga keuangan
yang  inovatif  dan  terpercaya.  Dengan  dukungan  penuh  dari  para  pemegang
saham dan pemerintah daerah, kami optimistis bisa mencapai pertumbuhan yang
lebih baik di masa depan,” pungkas Latif.

RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS-LB ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah
Provinsi Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, para
bupati  dan  wali  kota  se-Sulawesi  Tenggara,  kepala  Biro  Hukum  dan  Biro
Pemerintahan Setda Provinsi, jajaran komisaris dan direksi Bank Sultra, serta
para pegawai dan pejabat terkait lainnya.

Tenaga Ahli P3MD Bombana Siap
Kawal  Program One  Village  One
Product
Bombana,  sultranet.com  –  Pemerintah  Kabupaten  Bombana  berkomitmen
mengembangkan  program “One  Village  One  Product”  (OVOP)  sebagai  upaya
meningkatkan perekonomian desa. Program ini menjadi salah satu misi utama
Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin dan Ahmad Yani, yang telah
masuk dalam agenda 100 hari kerja pemerintahan periode 2025-2030. (7/3/2025)

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Burhanuddin dan Ahmad Yani telah
menetapkan 21 program unggulan. Salah satunya adalah hilirisasi sumber daya
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alam  di  sektor  pertanian,  peternakan,  dan  perikanan,  serta  pengembangan
industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga
berencana  memberikan  pendampingan  bagi  UMKM  dalam  hal  perizinan,
sertifikasi halal, dan inovasi produk. Selain itu, disediakan pula fasilitas galeri
(Rumah Kemasan) serta pameran produk lokal untuk meningkatkan daya saing
usaha masyarakat.

Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
Kabupaten  Bombana,  Abady  Makmur,  mengungkapkan  bahwa  tim  Tenaga
Pendamping  Profesional  (TPP)  siap  membantu  pemerintah  daerah  dalam
merealisasikan program OVOP. Menurutnya, program ini akan segera terwujud
dengan memanfaatkan  Dana  Desa  melalui  Program Ketahanan Pangan Desa,
sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Bombana.

“Kami bersama Tim TPP se-Kabupaten Bombana akan mendukung penuh program
One  Village  One  Product  tanpa  membebani  APBD.  Pembiayaannya  cukup
menggunakan Dana Desa melalui  Program Ketahanan Pangan Desa,  sehingga
program ini bisa berjalan efektif tanpa mengganggu alokasi anggaran lainnya,”
ujar Abady Makmur.

Mantan  anggota  DPRD  Bombana  itu  juga  menjelaskan  bahwa  saat  ini  tim
pendamping  sedang  memfasilitasi  pemetaan  tematik  untuk  mengidentifikasi
produk unggulan di setiap desa. Hasil pemetaan ini nantinya akan disampaikan
kepada  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bombana  sebagai  dasar  dalam  perumusan
kebijakan lebih lanjut.

“Kami sedang melakukan pemetaan tematik guna mengetahui potensi unggulan
di setiap desa. Setelah selesai, kami akan menyampaikan hasilnya kepada Bupati
dan Wakil  Bupati  Bombana,  sehingga kebijakan yang dibuat  bisa  lebih  tepat
sasaran,” tambahnya.

Program OVOP ini diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dan meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  desa.  Dengan  dukungan  berbagai  pihak,  termasuk
tenaga ahli dan tenaga pendamping profesional,  program ini menjadi langkah
strategis  dalam  membangun  ekonomi  berbasis  desa  yang  mandiri  dan
berkelanjutan.



Pasar  Murah  di  Rarowatu  Utara
dan Lantari Jaya Diserbu Warga
Bombana,  sultranet.com  –  Menjelang  bulan  suci  Ramadhan,  Pemerintah
Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  dan
UKM menggelar pasar murah di Kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya.
Program  ini  disambut  antusias  oleh  masyarakat  yang  berbondong-bondong
memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih
terjangkau. (27/2)

Kegiatan  pasar  murah ini  merupakan bagian  dari  strategi  pemerintah  dalam
mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga
yang kerap terjadi menjelang bulan puasa. Berbagai kebutuhan pokok seperti
beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung dijual dengan harga subsidi melalui
kerja sama dengan Perum Bulog sebagai penyedia bahan utama.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair, yang turun langsung
memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa pasar murah ini  merupakan
wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di daerah. “Kami
ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pokok
dengan  harga  yang  lebih  terjangkau.  Ini  adalah  upaya  konkret  kami  untuk
mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan,”
ujarnya.

Ferawati,  Kepala  Bidang  Perdagangan  sekaligus  koordinator  pasar  murah,
menjelaskan bahwa program ini akan terus digelar di berbagai kecamatan lainnya
agar  manfaatnya  bisa  dirasakan  lebih  luas.  “Kami  ingin  memastikan  bahwa
masyarakat  di  seluruh  wilayah  Bombana,  termasuk  daerah  terpencil,  dapat
merasakan dampak positif dari program ini. Pasar murah ini bukan hanya sekadar
membantu warga membeli bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga
sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga di pasaran,” katanya.

Camat Rarowatu Utara, Abdul Hajar Aswad, yang turut hadir dan mengarahkan
warganya untuk memanfaatkan pasar murah ini, mengungkapkan apresiasinya
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terhadap langkah pemerintah. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif  ini.
Pasar murah seperti ini sangat membantu warga kami, terutama bagi mereka
yang memiliki  penghasilan terbatas.  Dengan adanya harga yang lebih murah,
mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih ringan,” tuturnya.

Warga yang datang ke pasar murah mengaku sangat terbantu dengan adanya
program  ini.  Seorang  ibu  rumah  tangga  asal  Rarowatu  Utara,  Hasna,
menyampaikan  rasa  syukurnya  karena  bisa  mendapatkan  kebutuhan  pokok
dengan harga lebih bersahabat. “Beras dan minyak goreng biasanya mahal kalau
mendekati  bulan puasa,  tapi  di  pasar  murah ini  harganya jauh lebih  murah.
Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya.

Selain menekan inflasi, pasar murah juga diharapkan dapat menjaga daya beli
masyarakat  serta  mengurangi  potensi  kelangkaan  bahan  pokok  di  pasaran.
Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus menggencarkan kegiatan serupa di
berbagai  wilayah  guna  memastikan  stabilitas  harga  menjelang  dan  selama
Ramadhan.

Harga  dan  Stok  Pangan  Jelang
Ramadhan  di  Sultra  Stabil,
Pemerintah  Siap  Intervensi  Jika
Perlu
Kendari,  SultraNet.com  –  Menjelang  bulan  suci  Ramadhan  1446  Hijriyah,
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  memastikan  stabilitas  harga  dan
ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah
(Sekda)  Sultra,  Drs.  Asrun  Lio,  M.Hum.,  Ph.D.,  usai  melakukan  inspeksi
mendadak (sidak) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Sentral
Kota Lama, Kendari, pada Selasa, 25 Februari 2025.

Pemantauan  dilakukan  untuk  mengantisipasi  lonjakan  harga  dan  memastikan
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pasokan kebutuhan pokok tetap aman selama Ramadhan. “Secara umum, harga-
harga  masih  dalam  batas  wajar  dan  stok  mencukupi.  Kami  juga  akan  cek
langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap lancar,” kata Asrun Lio
di sela-sela sidak.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian utama tim meliputi beras, minyak
goreng,  gula,  daging  ayam  dan  sapi,  telur,  serta  cabai.  Harga-harga  yang
terpantau di Pasar Sentral Kendari menunjukkan kestabilan. Beras Mawar Merah
ukuran  10  kilogram  dijual  seharga  Rp150.000,  daging  sapi  Rp140.000  per
kilogram, cabai besar dan cabai keriting Rp40.000 per kilogram, serta bawang
putih dan merah masing-masing Rp45.000 dan Rp40.000 per kilogram. Daging
ayam per ekor dipatok Rp75.000 untuk ukuran besar dan Rp65.000 untuk ukuran
sedang.

Sidak tidak hanya dilakukan di pasar tradisional. Tim juga meninjau distribusi gas
LPG 3 kilogram di Pangkalan PT. Walzakri Kendari, stok barang di PT. Karya
Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, serta pusat perbelanjaan Hypermart
The Park Kendari.

Di pangkalan gas, Sekda memastikan tidak ada kendala distribusi menjelang hari
besar.  “Pertamina sudah memastikan bahwa stok LPG aman hingga Lebaran.
Distribusinya lancar dan tidak ditemukan kelangkaan,” jelas Asrun Lio.

Sementara  itu,  di  PT.  Karya  Makmur Agung Cemerlang,  tim mendapati  stok
minyak goreng dan produk kebutuhan pokok lainnya cukup hingga dua bulan ke
depan.  “Kami ingin menenangkan masyarakat.  Tidak perlu panik,  stok bahan
pokok cukup untuk kebutuhan Ramadhan,” tegas Sekda.

Sidak  kali  ini  juga  menjadi  bagian  dari  upaya  pemerintah  daerah  dalam
menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Sekda menyampaikan
bahwa penghematan belanja akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi.

“Efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak prioritas,  seperti
perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor yang tidak mendesak. Anggaran
akan diarahkan ke sektor  yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,”
terangnya.

Pemerintah  daerah  juga  menyiapkan  langkah-langkah  intervensi  apabila



ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar. Sekda menegaskan bahwa TPID akan
terus melakukan pemantauan secara rutin dan siap menggelar operasi pasar jika
diperlukan.

“Kalau ada pedagang yang menaikkan harga di luar batas kewajaran, kami akan
ambil tindakan. Pemerintah akan hadir memastikan masyarakat tidak terbebani,”
ujarnya.

Kehadiran sejumlah pejabat penting dalam sidak ini turut memperkuat komitmen
pemerintah  menjaga  stabilitas  harga.  Hadir  mendampingi  Sekda  antara  lain
Kapolda  Sultra  Irjen  Pol  Dwi  Irianto,  S.I.K.,  M.Si.,  Wakil  Wali  Kota  Kendari
Sudirman, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga,
Kadis Perindag Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, serta
sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dengan pemantauan yang terus berlanjut hingga Ramadhan dan Idul Fitri nanti,
pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan
nyaman tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga.

Pemprov  Sultra  Perkuat  Strategi
Kendalikan  Inflasi  Jelang
Ramadan
Kendari,  sultranet.com–  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov
Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui
sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat
Koordinasi  (Rakor)  Pengendalian  Inflasi  Daerah  yang  rutin  diselenggarakan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari
2025

Dalam  rakor  yang  dipimpin  Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  Kemendagri,  Tomsi
Tohir,  pemerintah  daerah  diinstruksikan  untuk  lebih  aktif  menjaga  stabilitas
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harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar
daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah
rutin memantau harga di  pasar dan segera melakukan intervensi  jika terjadi
lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra,
Asisten II  Setda Sultra,  Staf  Ahli  Gubernur  Bidang Ekonomi,  Keuangan,  dan
Pembangunan,  serta  perwakilan  dari  berbagai  instansi  terkait,  seperti  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan
Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Plh.  Deputi  Bidang  Statistik  Distribusi  dan  Jasa  BPS,  M.  Habibullah,  dalam
pemaparannya  menyebutkan  bahwa  pada  Ramadan  tahun  sebelumnya,  lima
komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam
ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu
ketiga  Februari  2025,  delapan  provinsi  mengalami  kenaikan  Indeks
Perkembangan  Harga  (IPH),  termasuk  Sulawesi  Tenggara.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra,
mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam
ras,  telur  ayam ras,  dan bawang merah.  Selain  itu,  harga gula  pasir  secara
nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak
goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.



Menanggapi  kondisi  ini,  Sekda  Sultra,  Asrun  Lio,  menekankan  pentingnya
koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan
memastikan  ketersediaan  pasokan  pangan  tetap  aman,  serta  melakukan
intervensi  jika  diperlukan  agar  harga  tetap  stabil  dan  tidak  membebani
masyarakat,”  katanya.

Asrun  Lio  juga  menginstruksikan  Disperindag  dan  BPS  Sultra  untuk  terus
mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan
langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-
benar  memberikan  dampak  nyata  dalam  menjaga  daya  beli  masyarakat,”
tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program
subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-
pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar
untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.

Langkah-langkah strategis  ini  diharapkan mampu mengatasi  tantangan inflasi
menjelang  Ramadan,  memastikan  stok  bahan  pokok  tetap  terjaga,  serta
memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi
momen penting ini.

Pj  Gubernur  Minta  OJK  Sultra
Baru  Lindungi  Warga  dari
Investasi dan Pinjol Ilegal
Kendari, SultraNet.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap
Budhi  Revianto  meminta  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  lebih  aktif
melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol)
ilegal  yang  meresahkan.  Permintaan  itu  disampaikan  saat  menghadiri  acara
pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor
Gubernur Sultra, Selasa, 18 Februari 2025.
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Dalam kegiatan tersebut, Bismi Maulana Nugraha resmi menjabat sebagai Kepala
OJK Provinsi Sultra menggantikan Arjaya Dwi Raya yang telah bertugas sejak
2020. Acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia
Raya, doa bersama, pemutaran kaleidoskop kegiatan OJK, dan dilanjutkan dengan
sambutan dari pejabat yang hadir.

Andap  mengucapkan  selamat  datang  kepada  Ketua  Dewan  Komisioner  OJK
Mahendra Siregar beserta jajaran, serta menyampaikan apresiasi atas dedikasi
Arjaya Dwi Raya selama lima tahun terakhir memimpin OJK di wilayah Sultra.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami menyampaikan terima kasih
atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Bapak
Arjaya  dan  keluarga  senantiasa  diberikan  kesehatan  dan  keberkahan,”  kata
Andap dalam sambutannya.

Ia juga menyambut hangat Kepala OJK Sultra yang baru. “Selamat datang di Bumi
Anoa. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan manfaat
nyata  bagi  masyarakat  serta  sektor  jasa  keuangan  di  Sulawesi  Tenggara,”
ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap menyampaikan lima pesan penting kepada Kepala
OJK yang baru. Pertama, OJK diminta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
masyarakat  untuk  mengurangi  risiko  terjebak  pada  praktik  keuangan  ilegal,
sesuai Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami ingin  masyarakat  Sultra  terlindungi  dari  investasi  ilegal  dan pinjaman
daring ilegal. Prinsip kami jelas: Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan
rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya kepada media usai acara.

Kedua,  Andap  menekankan  pentingnya  berbagi  informasi  antara  OJK  dan
pemerintah  daerah  agar  langkah  pengawasan  keuangan  digital  lebih  tepat
sasaran. Ketiga, ia mengingatkan bahwa sinergi antara OJK, pemerintah, pelaku
industri, dan pemangku kepentingan lainnya harus diwujudkan dalam tindakan
nyata, bukan sekadar jargon.

Pesan keempat, ia meminta pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara
intensif  untuk  menjaga  stabilitas  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  riil,
termasuk  UMKM.  “Integritas  industri  jasa  keuangan  sangat  menentukan
keberlanjutan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,”  ujarnya.



Terakhir, ia menekankan agar literasi keuangan tidak hanya dijangkau di kota,
tapi  hingga  pelosok  jazirah  Sultra.  “Literasi  yang  merata  akan  mencegah
masyarakat  dari  jerat  keuangan  yang  menipu,”  ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan
bahwa OJK kini memiliki mandat tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor
4  Tahun 2023 tentang Pengembangan dan  Penguatan  Sektor  Keuangan (UU
P2SK).

“OJK  tidak  hanya  mengatur  dan  mengawasi,  tapi  juga  harus  mampu
mengembangkan sektor jasa keuangan. Ini sejalan dengan upaya memperkuat
ekonomi daerah,” ungkap Mahendra.

Ia menambahkan, OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Provinsi Sultra,
menurutnya, telah menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk satu TPAKD
di tingkat provinsi dan 17 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

“Sinergi  antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci  untuk memperkuat
stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi
keuangan di seluruh daerah,” katanya.

Pengukuhan  Kepala  OJK  Provinsi  Sultra  ini  juga  dihadiri  oleh  unsur  Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah
dan jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, Deputi Komisioner OJK, Kepala OJK
Sulselbar,  Kepala Perwakilan BI,  Plt  Kepala BPS,  serta pimpinan BUMN dan
BUMD di Sultra.

Pemprov  Sultra  Hadiri  Rakor
Pengendalian  Inflasi,  Antisipasi

https://www.sultranet.com/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-antisipasi-kenaikan-harga-jelang-ramadan/
https://www.sultranet.com/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-antisipasi-kenaikan-harga-jelang-ramadan/


Kenaikan Harga Jelang Ramadan
Kendari,  sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov
Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  secara virtual,
Senin,  10  Februari  2025.  Rakor  yang  berlangsung  di  Ruang  Rapat  Biro
Perekonomian  Sekretariat  Daerah  (Setda)  Sultra  ini  membahas  strategi
pengendalian  harga  menjelang  bulan  suci  Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor,
menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga
kebutuhan  pokok.  “Bulan  Ramadan  tinggal  dua  minggu  lagi.  Kita  harus
melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta
instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,”
ujar Tomsi Tohir.

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait,
termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti,
Kepala  Badan  Pangan  Nasional  Arief  Prasetyo  Adi,  serta  Deputi  III  Bidang
Perekonomian Kantor Staf  Presiden (KSP) Edy Priyono.  Dari  Pemprov Sultra,
perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada
Januari  2025  terjadi  deflasi  sebesar  0,76%  secara  month-to-month  (m-t-m),
dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai
penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan
harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula
pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun
4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam
ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan
Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi,
mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan
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Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi
faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga
dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas
harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama
agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Inflasi Sultra Stabil, Pj. Gubernur:
Jelang  Ramadan  Harga  Harus
Terkendali
Kendari, sultranet.com – Inflasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat stabil
dan terkendali pada Januari 2025, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu
daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Berdasarkan Berita Resmi Statistik
(BRS)  yang dirilis  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Sultra  pada Senin  (3/2/2025),
inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 0,39%, lebih rendah dibandingkan
rata-rata nasional yang mencapai 0,76%.

Pj.  Gubernur  Sultra,  Andap  Budhi  Revianto,  menyatakan  apresiasinya  atas
capaian  ini.  Ia  menegaskan  pentingnya  menjaga  kestabilan  harga,  terutama
menjelang Bulan Suci Ramadan 1446 H.

“Menjelang Ramadan, kita harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya
beli masyarakat tetap terjaga dan pasokan barang tidak terganggu. Sinergi antara
pemerintah,  TPID,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk
menjaga  stabilitas  harga,”  ujar  Andap.

Inflasi Sultra yang relatif rendah ini menempatkannya di posisi ketiga terendah
dari  38 provinsi  di  Indonesia.  Inflasi  tertinggi  tercatat  di  Papua Pegunungan
sebesar  4,55%,  sementara  Nusa  Tenggara  Timur  mengalami  deflasi  sebesar
-0,06%.  Beberapa  komoditas  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  inflasi
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tahunan di Sultra antara lain emas perhiasan (0,31%), sigaret kretek mesin atau
SKM (0,25%), serta mobil (0,11%).

Di sisi lain, beberapa komoditas justru menekan laju inflasi tahunan, seperti tarif
listrik  (-1,70%),  tomat  (-0,18%),  angkutan  udara  (-0,14%),  dan  cabai  rawit
(-0,10%). Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan harga di pasaran.

Secara wilayah, tingkat inflasi tahunan di kabupaten/kota di Sultra bervariasi.
Kabupaten Konawe mengalami deflasi terdalam sebesar -1,24%, disusul Kota Bau-
Bau  (-0,47%)  dan  Kota  Kendari  (-0,38%).  Sementara  itu,  Kabupaten  Kolaka
mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,48%.

Pemerintah Provinsi Sultra terus melakukan berbagai langkah strategis untuk
mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan yang berdampak signifikan adalah
pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang
berlaku selama Januari hingga Februari 2025.

“Angka inflasi yang terkendali ini merupakan hasil  kerja keras seluruh pihak.
Saya  mengapresiasi  TPID  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  telah
berkontribusi.  Kami  akan terus  memantau dinamika pasar  serta  memperkuat
langkah-langkah strategis agar stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tetap
terjaga,” kata Andap.

Lebih lanjut, Andap menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian
dari upaya menjaga perekonomian daerah agar tetap stabil dan berkelanjutan.

“Sinergi  dan  kolaborasi  antara  Pemerintah  Daerah,  TPID,  pelaku  pasar,  dan
masyarakat sangat penting. Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi
serta mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan dan intervensi pasar agar
harga-harga tetap stabil,” tambahnya.



Stabilitas  inflasi  menjadi  kunci  utama  dalam menjaga  daya  beli  masyarakat,
terutama  dalam  menghadapi  momen  penting  seperti  Ramadan  dan  Idulfitri.
Pemerintah Provinsi  Sultra  memastikan akan terus mengawal  kebijakan yang
dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  ekonomi  daerah  dan  kesejahteraan
masyarakat.
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